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Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya bentuk iklan Ads yang 
terdapat pada jejaring sosial facebook dan instagram dan menganalisis bentuk 
perlindungan hukum terhadap konsumen bagi yang mengalami kerugian dan 
penipuan akibat melakukan jual beli online yang di dapatkan dari feed story 
ataupun beranda di facebook dan instagram yang disebarkan melalui iklan Ads. 
Fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana praktek 
periklanan Ads pada Instagram dan Facebook?; (2) Bagaimana perlindungan 
hukum terhadap konsumen dalam periklanan Ads di Instagram dan Facebook 
menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999?; (3) 
Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam periklanan Ads di 
Instagram dan Facebook menurut maqasid syariah? 
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan perbandingan hukum. Sifat penelitian ini adalah 
deskriptif analitis, yang meneliti data sekunder dan dilengkapi data primer.  
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Bentuk praktek 
promosi periklanan Ads di jejaring sosial melalui Facebook dan instagram yaitu 
adanya penentuan biaya atau budget berapa biaya iklan yang akan dikeluarkan. 
Dalam menampilkan postingan iklan harus secara natural. Selanjutnya foto yang 
diunggah harus focus atau close up pada apa yang ingin diiklankan, foto harus 
memiliki resoluai yang baik dan tidak blur, tidak mengandung unsure pornografi 
dan narkotika, foto harus koleksi pribadi dan tidak diperkenankan hasil dari 
photographer lain. Selain itu untuk pembuatan caption pada foto iklan harus 
simple, mudah dipahami dan mendetail supaya menimbulkan ketertarikan 
followers. Pilih jadwal untuk dimulainya penyebaran iklan, durasi iklan, tanggal 
berakhir dan target atau sasaran iklan. Penyebaran iklannya bisa dilakukan melalui 
story maupun beranda. (2) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 
periklanan ads di instagram dan facebook menurut undang-undang perlindungan 
konsumen no 8 tahun 1999 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum 
secara preventif yang sudah dalam Pasal 29 UUPK mengenai ketentuan bentuk 
perlindungan hukum kepada konsumen dan Pasal 30 UUPK yang menjelaskan 
mengenai bentuk pengawasan dari pemerintah. Selanjutnya perlindungan hukum 
secara represif yang mana bentuk perlindungan hukumnya dapat menyelesaikan 
sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi, yang sudah tercantum dalam pasal 
19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26  dan pasal 27  pasal 45, 48 
undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 dan pasal 18 undang-
undang ITE. (3) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam periklanan ads di 
instagram dan facebook menurut maqasid al-shariah pemikiran jasser auda dalam 
(hifz al-‘irdi) apabila dalam transaksi tersebut terjadi suatu wanprestasi dan 
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menyebabkan kerugian, maka hak konsumen tersebut akan tidak terpenuhi, karena  
(hifz al-‘irdi) yang di tekankan oleh jasser auda adalah yang mana lebih 
menekankan hak semua konsumen bisa terpenuhi. Selanjutnya perlindungan 
terhadap harta (hifz al-maal), apabila dalam melakukan transaksi seorang 
konsumen harus membelanjakan sebagian hartanya sesuai dengan kebutuhan, 
supaya harta yang dimiliki tidak dibelanjakan dengan cara yang merugikan diri 
sendiri. Jadi apabila dilihat dari hifz ‘irdi dan hifz maal pendapat Jasser Auda, 
periklanan ads di instagram dan facebook ternyata masih belum sejalan dengan 
prinsip maslahah yang sesuai dengan maqasid, dikarenakan masih ada beberapa 
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This thesis research is motivated by the form of Ads ads found on Facebook 
and Instagram social networks and analyzes the forms of legal protection for 
consumers for those who experience losses and fraud due to buying and selling 
online that are obtained from feed stories or the homepage on Facebook and 
Instagram distributed via Ads ads. 
The focus and research questions in this study include: (1) What is the 
practice of advertising ads on Instagram and Facebook ?; (2) How are consumers 
protected from advertising Ads on Instagram and Facebook ?; (3) How does the 
Consumer Protection Act review of Ads advertising on Instagram and Facebook 
?; (4) What is the Maqashid Syariah review of Ads Ads on Instagram and 
Facebook? 
This type of research is normative juridical, with the approach of the 
statutory regulations and legal comparisons. The nature of this research is 
analytical descriptive, which examines secondary data and supplemented with 
primary data. 
From the results of this study, the authors conclude that: (1) The form of the 
practice of promoting advertising Ads on social networks carried out by 
businesses among the public already exists in accordance with the provisions in 
the law and other than that apparently there are still irregularities that are not 
appropriate with the applicable laws and regulations, so that what should be the 
rights of consumers can not be fulfilled as a whole and cause harm to consumers. 
(2) The form of legal protection for consumers in carrying out sale and purchase 
transactions through social media is contained in Article 4 of the consumer 
protection law which explains about consumer rights. Specifically, protection for 
consumers in carrying out online buying and selling transactions through social 
media consists of 2 concepts, namely preventive legal protection which is already 
in Article 29 of the UUPK regarding the provisions of the form of legal protection 
to consumers and Article 30 of the UUPK which explains the form of supervision 
from the government. Furthermore, repressive legal protection in which form of 
legal protection can resolve disputes through litigation and non-litigation, which 
are already listed in article 45, 48 of the consumer protection law and article 18 of 
the ITE law. (3) According to the Consumer Protection Act, there are still a 
number of deviations in carrying out promotional practices that occur in 
accordance with the reality in the delivery of information, always using excessive 
words without including the risks or disadvantages of using the product, so in 
such a way it is easier. from business actors to fool consumers. Whereas every 
business actor has the responsibility to provide true, clear and honest information 
about his product so that there are still forms of online trading transactions that are 
incompatible with article 19, article 20, article 21, article 24, article 25, article 26 
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and article 27 core of all the articles, namely explaining the rules on the form of 
accountability of a business actor. (4) The form of promotional practices that 
occur in accordance with the reality in public life regarding the delivery of 
information always uses excessive words without listing the risks or deficiencies 
of the use of its products, so that in such a way it is easier for business actors to 
fool consumers. Whereas every business actor has a responsibility to provide true, 
clear and honest information about his product. According to the thought of 
maqasid al-shariah jasser auda in efforts to protect the law of consumers is not in 
line with the principle of maslahah in accordance with maqasid, namely protection 
of the soul (hifz al-'irdi) and protection of property (hifz al-maal), because there 
are still consumers who feel wronged. 
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